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Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin dengan dilatarbelakangi oleh
adanya temuan beberapa ruko yang tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (1), (10), dan
(11) Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan 1zin
Bangunan Gedung yang mana disebutkan bahwa ruko yang berbatasan dengan gang
harus memiliki batas minimal 0,8m atau 80cm dan memiliki drainase di kanan, Kiri,
dan belakang ruko.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui mengetahui implementasi
sekaligus kendalan impementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009
tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
sosiologi hokum. Subjek penelitian ini adalah para pemilik ruko di 4 kecamatan di
Kota Banjarmasin dan perwakilan Satpol PP Kota Banjarmasin, sedangkan objek
penelitian ini adalah ruko yang berbatasan dengan gang, tetapi tidak memiliki jarak
0,8m/80cm dan tidak ada drainase yang berbatasan dengan gang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perda Kota Banjarmasin Nomor 8
Tahun 2009 tentang Retribusi dan lIzin Bangunan Gedung terutama berkaitan
dengan Pasal 22 ayat (1), (10), dan (11) tidak terimplementasi di 4 ruko di Kota
Banjarmasin dengan bukti tidak adanya jarak minimal 80cm dengan gang serta
tidak menyediakan drainase. Hal ini terjadi karena adanya kesamaran substansi
kebijakan dengan tidak adanya sanksi tegas dan informasi yang kurang jelas yang
diberikan oleh pemerintah. Selain itu, kendala implementasi Perda Kota
Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung
terjadi karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada para
pemilik ruko ketika mengurus izin bangunan. Pemerintah seolah pasif melakukan
sosialisasi perda tersebut, padahal Kota Banjarmasin sejak tahun 2010an sedang
dalam banyaknya perkembangan pembangunan ruko.



